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Glass noodles are a popular food in the community because of their affordable prices and 
good nutrition. The vermicelli noodle processing industry is usually carried out by small 
industries, in addition to providing the benefits of the vermicelli noodle industry, it also has a bad 
impact, namely the waste produced by the vermicelli noodle industry which causes pollution.. 
The purpose of this study was to determine the in implementation of pollution control obligations 
due to the activity of the vermicelli noodles industry. In this study using empirical legal research methods. 
The problem in this research is how to control pollution caused by the vermicelli noodle 
industry in Manjung Village, Klaten Regency. the findings in this study are as follows: making 
glass noodles produce solid and liquid limbat, solid waste from glass noodles can still be used for 
worm cattle but the liquid waste is not treated first before being dumped into the river. this is what 
causes pollution.  
The conclusion in this study is that pollution control has not been done well and the authors 
suggest that the authorities need to conduct counseling and supervision and encourage business 
actors to conduct WWTP to facilitate business actors.  
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PERNYATAAN KEASLIAN  
  
Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan 
merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia 
menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. 
 




















A. Latar Belakang Masalah  
Kebutuhan perekonomian masyarakat semakin meningkat. Kegiatan yang mampu 
mendongkrak perekonomian masyarakat terdapat di berbagai sektor. Kegiatan tersebut 
meliputi, pertambangan, pertanian, perikanan dan  industri. Salah satu jenis kegiatan yang 
banyak dilakukan di berbagai daerah adalah kegiatan industri. Industri  Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian  adalah merupakan seluruh bentuk kegiatan 
ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga 
menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa 
industri. Kegiatan industri ini banyak menyerap tenaga kerja sehingga mampu berpengaruh 
angka pengangguran di daerah tersebut serta sektor industri juga banyak membantu masyarakat 
dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Semakin maju tingkat perkembangan kegiatan industri di suatu daerah, semakin banyak 
jumlah dan macam industri. Seringkali kegiatan industri mengakibatkan dampak lingkungan. 
Industri mempunyai dampak positif yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan namun seringkali 
kegiatan mempunyai dampak tersebut antara lain menimbulkan  permasalahan limbah, baik 
limbah  padat, cair dan ataupun gas. Limbah yang di akibatkan oleh kegiatan industri tersebut 
dapat menimbulkan pencemaran air, tanah dan udara di sekitar lingkungan industri yang juga 
akan merugikan masyarakat sekitar serta berpotensi  adanya pencemaran lingkungan.  
Salah satu kegiatan industri yang menimbulkan pencemaran yaitu industri mie soun yang  





termasuk industri skala menengah. Diketahui limbah industri mie soun tersebut dibuang secara 
langsung ke aliran sungai, sehingga berdampak pada perairan pertanian lingkungan sekitar dan 
menimbulkan kerugian bagi petani di daerah tersebut.1  
Keberadaan limbah industri mie soun harus di kelola dengan baik dalam upaya 
mengantisipasi terjadinya pencemaran pada lingkungan sekitar dan meminimalisir kerugian 
yang dialami oleh masyarakat sekitar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamatkan, 
dalam Pasal 33 ayat (4) bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan 
ekonomi nasional. Berdasarkan  Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) setiap penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan 
hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Dalam hal ini 
pertanggungjawaban pencemaran lingkungan oleh adanya kegiatan industri mie soun di Desa 
Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten menjadi kewajiban pelaku kegiatan industri 
tersebut. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU Perindustrian bahwa perusahaan industri wajib 
melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan 
timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang 
dilakukkannya, maka dari itu pertanggung jawaban pencemaran lingkungan oleh adanya  
 





kegiatan industri dapat dilakukan dalam bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban hukum oleh 
pelaku kegiatan industri mie soun tersebut  dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan.   
Dalam realitanya, pelaku usaha  kegiatan industri mie soun hingga saat ini tidak melakukan 
pengendalian pencemaran lingkungan sehingga mengakibatkan limbah kegiatan industri ini 
selalu menjadi keluhan masyarakat sekitar dan juga kerugian. Kerugian tersebut dikarenakan 
pembuangan limbah yang dialirankan secara langsung ke selokan ataupun ke sungai yang 
berdampak pada perairan yang digunakan untuk mengairi pertanian membuat tanah pertanian 
menjadi tercemar. Persoalan ini sampai sekarang belum ada solusi karena pelaksanaan hak dan 
kewajiban hukum oleh pelaku kegiatan  industri mie soun belum dilakukan, hal ini 
menimbulkan akibat pencemaran dan kerugian bagi masyarakat.  
Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik meneliti persoalan lingkungan 
terkait limbah industri dengan judul  “Pelaksanaan  kewajiban dari industri mie soun dalam 
pencegahan pencemaran lingkungan Di Desa Manjung Kabupaten Klaten”.  
B. Rumusan Masalah   
1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban  oleh pelaku kegiatan  industri mie soun dalam 
pengendalian pencemaran lingkungan di Desa Manjung Kabupaten Klaten? 
2. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan kewajiban oleh pelaku kegiatan industri mie soun 
dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Desa Manjung Kabupaten Klaten?  
C. Tujuan penelitian  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 
1. Pelaksanaan kewajiban dari kegiatan industri mie soun dalam pengendalian pencemaran 





2. Kendala dalam pelaksanaan kewajiban dari kegiatan industri mie soun dalam pengendalian 
pencemaran lingkungan di Desa Manjung Kabupaten Klaten. 
D. Manfaat penelitian 
1. Manfaat teoritis:  
Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi 
perkembangan ilmu hukum lingkungan khususnya mengenai pelaksanaan dan kewajiban 
pengendalian pencemaran sebagai akibat dari kegiatan industri.  
2. Manfaat praktis :  
a. Bagi Pemerintah  
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukkan kepada pemerintah 
Kabupaten Klaten mengenai pelaksanaan dan kewajiban pengendalian pencemaran 
lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan industri  dalam tujuan mencegah 
pencemaran lingkungan. 
b. Bagi pelaku usaha industri  
Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi pemilik sektor 
industri agar dalam pengedalian pencemaran lingkungan sebagai akibat dari kegiatan 
industri mie soun.  
c. Bagi masyarakat 
Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat 
sekitar kawasan industri untuk berperan dalam pengawasan terhadap kegiatan industri 







E. Keaslian Penelitian 
Penulisan hukum dengan judul “Pelaksanaan dan Kewajiban hukum dari industri mie soun 
sebagai pencegahan  pencemaran lingkungan di Desa Manjung Kabupaten klaten“ merupakan 
hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi  atau plagiasi  dan skripsi orang lain. Ada 
beberapa  skripsi  dengan tema yang mirip dengan  rencana penulisan penulis yaitu:  
1. Donny Indra Setyawan mahasiswa Fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
dengan Nomor Induk Mahasiswa 130511216 
a. Judul Skripsi 
“Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Pabrik Sebagai 
Upaya Pencegahan Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Pati, Jawa 
Tengah” 
b. Rumusan Masalah 
1) “Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati dalam 
pengawasan pembuangan limbah pabrik di Kabupaten Pati?”;dan 
2) “Apakah kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup (DLH)  Kabupaten Pati 
dalam pengawasan pembungan limbah plastik di kaupaten Pati dan apa saja 
solusinya?” 
c. Kesimpulan 
1) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Pati dinilai nelum efektif dan maksimal. Pengawasan belum 
menyentuh pabrik secara menyeluruh. Hal ini dibuktikan dengan pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh 





pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tidak dilakukan oleh penanggung 
jawab usaha. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati kurang tegas dalam 
memberikan sanksi terhadap penagung jawab usaha pabrik yang melakukan 
pelanggaran. 
2) Faktor-faktor pengawasan yang mempengaruhi dalam melakukan pengawasan 
dinilai sebagai penyebab pengawasan menjadi kurang efektif. Seperti halnya luas 
pengawasan yang dirasa cukup besar karena keterbatasan jumlah tenaga kerja, 
sarana dan prasarana yang tidak tersedia dan anggaran yang kurang memadai, 
kurangya jumlah tenaga ahli yang berkompeten dibidangnya, serta komitmen 
penanggung jawab usaha yang kurang sadar akan aturan dan pentingnya 
kelestarian lingkunga hidup. Hal-hal tersebut menjadi penyebab pengawasan yang 
dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati kurang efektif. 
2. Ilham, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan Nomor Induk Mahasiswa 
1410112065 
a. Judul Skripsi 
“Pelaksanaan Hukum Pengelohan Limbah Rumah Makan di Kota Padang” 
b. Rumusan Masalah 
1) Bagaimana Pelaksanaan Hukum Pengolahan Limbah Rumah Makan Di Kota 
Padang? 
2) Bagaimana Solusi Terhadap Kelemahan Dan Kendala Yang Ditemukan Dalam 
Pengolahan Limbah Rumah Makan Di kota Padang? 





Kegiatan usaha Rumah Makan yang ada di Kota Padang yang memenuhi kriteria 
untuk mendapatkan izin lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang harus 
mengendalikan limbah rumah makan supaya tidak berdampak bagi kesehatan dan 
fungsi lingkungan hidup. Pelaksanaan hukum pengolahan limbah rumah makan di kota 
Padang yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang belum sesuai 
dengan prosedur yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan terhadap dampak 
lingkungan yang ditimbulkan oleh RM. Udang Kelong telah dilakukan oleh Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Padang. Pada tanggal 7 September 2017, Petugas Dinas 
Lingkungan Hidup melakukan pengawasan langsung ke Rumah-rumah makan yang 
ada di kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan pelanggaran yang 
dilakukan oleh RM. Udang Kelong yaitu limbah rumah makan tersebut melebihi baku 
mutu air limbah. RM Lamun Ombak dan RM Sederhana limbah rumah makannya 
masih dalam kategori yang tidak melebihi baku mutu limbah. Hingga saat ini rumah-
rumah makan yang ada di Kota Padang yang tidak menaati ketentuan hukum dan izin 
lingkungan sebagaimana mestinya mendapatkan sanksi administasi berupa peringatan 
dan saran dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. 
3. Suciati Alfi Rokhani, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
dengan Nomor Induk Mahasiswa 110510628 
a. Judul Skripsi 
“Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri  Pengolahan Mie 
Soun di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten. 





1) Bagaimana pengendalian pencemaran lingkungan akibat industri rumahan 
produksi“mie soun”di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten? 
2) Apa saja kendala yang dialami dalam proses pengendalian pencemaran 
lingkungan akibat industri rumahan produksi “mie soun” di Kecamatan Tulung 
Kabupaten Klaten? 
c. Kesimpulan 
1) Langkah pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan berdasarkan 
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengolaan Lingkungan Hidup meliputi pencegahan, penanggulan dan pemulihan 
belum dilakukan dengan baik karena masih kurangnya pengawasan pemerintah . 
2) Kendala- kendala yang di hadapi oleh pemilik industri adalah  
a) Banyak pelaku usaha di industri mie soun yang bermodal kecil tidak wajib 
memiliki TDI (Tanda Daftar Industri), sehingga tidak ada pengawasan dari 
Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. 
b) Sebagian besar industri mie soun berskala kecil, sehingga tidak mampu 
untuk membuat IPAL, karena beayanya sangat mahal.  
c) Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu tidak berani tegas 
memberikan sanksi bagi pelaku industri yang melanggar ketentuan. 
F. Batasan Konsep 
1. Pelaksanaan merupakan proses, cara, perbuatan melaksanakan rancangan, keputusan, dan 
sebagainya.2 
 
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.kemdikbud.go.id/ diakses pada Tanggal 23 Desember 





2. Kewajiban merupakan sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau 
keharusan.3 
3. Menurut Pasal 1 angka 14 UUPPLH, pencemaran lingkungan adalah di masukkannya 
mahluk hidup, dan/atau komponen lain  ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia 
sehingga nelampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 
4. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian, Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku 
dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang 
mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk jasa industri. 
5. Mie Soun adalah mie halus yang dibuat dari pati. Setelah direbus atau direndam, sohun 
berwarna bening, bertekstur kenyal, dan memiliki permukaan yang licin. Di antara berbagai 
jenis pati yang bisa dijadikan bahan baku adalah pati kacang hijau, umbi (kentang, ubi jalar, 
tapioka), sagu, aren, dan midro (ganyong). Sohun berbeda dari bihun. Dijual dalam keadaan 
kering dan terlipat seperti sarang burung, sohun direbus atau direndam hingga agak lunak 
sebelum digunakan untuk berbagai masakan tumis dan sup. Sohun hampir-hampir tidak 
memiliki rasa, namun menyerap kaldu dan rasa bahan-bahan lain yang dimasak 
bersamanya. Tanpa direndam air lebih dulu, sohun bisa langsung digoreng hingga garing, 
dan dipakai sebagai alas atau penghias makanan.4 
G. Metode penelitian  
1. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris yaitu, penelitian hukum yang 
berfokus pada perilaku hukum masyarakat. penelitian ini memerlukan data primer sebagai 
 
3 Ibid.  





data utama dan di dukung dengan sata sekunder  yang terdiri dari bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder. 
2. Sumber data  
Data yang di perlukan dalam penelitian ini  adalah :  
a. Data primer 
Data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung dari keterangan 
responden melalui wawancara terkait dengan pelaksanaan dan kewajiban hukum oleh 
industri mie soun sebagai pencegahan pencemaran lingkungan di Desa Manjung 
Kabupaten Klaten (sebagai data utama) yang akan dilakukan secara langsung di lokasi 
penelitian. 
b. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang di peroleh dengan mengumpulkan bahan dari 
buku-buku pustaka yang digunakan sebagai referensi penunjang penelitian. Data 
sekunder tersebut meliputi :  
1) Bahan hukum primer  
a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan 
Perlindungan Lingkungan Hidup. 
b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 
c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang 
Izin Lingkungan. 
d) Peraturan Menteri Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan 





e) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 tentang 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. 
2) Bahan hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum dan pemdapat non hukum 
yang di peroleh dari buku, laporan hasil penelitian, internet, responden dan 
narasumber.  
3. Cara Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang digunakan yaitu : 
a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan  hukum primer berupa peraturan  
perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non 
hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil peneitian, tesis, disertasi, surat kabar 
dan internet. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku, laporan hasil 
penelitian, internet, responden dan narasumber. 
b. Wawancara 
Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada 
narasumber dan responden tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara 
yang telah disusun sebelumnya.  
4. Lokasi penelitian 
Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, 
Kabupaten Klaten.  





Populasi dalam penelitian ini merupakan pelaku usaha industri mie soun di Desa 
Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Lima sampel dari 40 populasi industri 
mie soun. 
6. Responden  dan Narasumber 
Responden dalam penelitian hukum ini adalah pelaku usaha industri mie soun dan 
beberapa warga sekitar yang berada di Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten 
Klaten. Dalam penelitian ini, penulis menetapkan lima pelaku usaha industri mie soun yang 
dipilih menggunakan metode purposive, yaitu pengambilan dengan cara pertimbangan 
berdasarkan lokasi industri mie soun yang berdekatan dengan tempat terjadinya 
pencemaran.  
Narasumber dalam penelitian ini adalah: 
a. Bapak Muhammad Ali,SE selaku kepala seksi pengendalian Pencemaran Lingkungan 
Hidup Dinas Lingkungaan Hidup Kabupaten Klaten  
b. Ibu Eti Sandrayati, S.Sos,M.Si selaku kepala seksi Pengendalian Kerusakan 
Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten 
c. Bapak Budi Kusyanto, S.Sos,MM  selaku kepala bagian Umum Kepegawaian Dinas 
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu  
7. Analisis Data 
Analisis data dilakukan terhadap:  
a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yangdiperoleh dari peraturan perundang-





1) Deskripsi hukum positf yaitu pemaparan atau uraian isi maupun strukstur dari 
peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer. 
2) Sistematisasi hukum positif secara vertikal yaitu ada tidaknya siinkronisasi antara 
peraturan yang tertinggi ke peraturan yag lebih rendah, tidak menunjukan adanya 
antinomi.secara vertical telah ada sinkronisasi, sehingga tidak dibutuhkan asas 
berlakunya perundang-undangan. Sistematisasi secaara horizontal dengan 
penalaran hukum yang digunakan non kontrakdisi terhadap peraturan-peraaturan 
yang berlaku, sudah terjadi hormonisasi sehingga tidak diperlukan asas 
berlakunya peraturan perundang-undangan. 
3) Analisis hukum positif dalam penelitian ini, yaitu memaparkan sistem peraturan 
perundang-undangan dan keputusan hukum sebagi landasan atas asas hukum 
dapat disistematisasikan gejala-gejala lainnya. 
4) Interpretasi hukum positif  
Ada enam interpretasi hukum positif, tapi dalam penelitian ini yang 
digunakan hanya tiga yaitu: 
a) Gramatikal yaitu pengertian istilah yang digunakan dalam hukum positif 
berdasarkan bahsa sehari-hari yang lazim digunakan. 
b) Sistematisasi berdasarkan sistem aturan untuk mengartikan sesuatu  
ketentuan hukum baik secara vertikal  ataupun horizontal,secara vertical 
terdapat sinkronisasi dan secara horizontal terdapat harmonisasi antara 
peraturan perundang-undangan. 





5) Menilai hukum positif, sehingga dapat diketahui nilai-nilai yang terkandung 
dalam peraturan-peraturan hukum positif yang terkait mengenai pelaksanaan 
kewajiban oleh industri mie soun dalam pengendalian pencemaran lingkungan di 
Desa Manjung Kabupaten Klaten. 
8. Proses Berfikir    
Data yang di peroleh di analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif analisi yaitu, menganalisis, meneliti dan mempelajari secara 
utuh apa yang dinyatakan dari perilaku nyata respoden. Dalam analisis ini di pakai 
metodologi berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus 
(sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) 
berupa pemikiran yang umum. 
H. Sistematika Skripsi 
Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi ini 
sebagai berikut. 
BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.  
BAB II: PEMBAHASAN. Bab ini berisi konsep/variable pertama yaitu tinjaun tentang industry 
mie soun. Konsep/variable kedua yaitu tinjauan tentang limbah dan pencemaran lingkunagn. 
Dan hasil penelitian tentang pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industry mie 
soun. 
BAB III: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang berisi jawaban terhadap rumusan masalah 








A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dikemukakan dalam bab sebelumnya 
dapat disimpulkan bahwa: 
1. Pelaksanaan dan kewajiban dalam pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat 
kegiatan industri mie soun di Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten untuk 
lima industri yang penulis temui  belum dilakukan dengan baik atau sesuai dengan 
peraturan yang telah ditetapkan. DLHK telah memberikan penyuluhan mengenai 
pengelolaan limbah industri sebelum dilakukan pembuangan langsung ke sungai tapi masih 
belum dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
2. Pengendalian dan pemulihan pencemaran akibat limbah industri mie soun belum dapat 
dilaksanakan karena adanya kendala lahan KAS Desa yang belum mumpuni atau mewadai 
dalam pembuatan IPAL tersebut, serta adanya kandungan kaporit yang terdapat di Desa 
Manjung, hal tersebut mengakibatkan tidak bisa nya dilakukan pembuuatan IPAL 
dikarenakan akan memperngaruhi proses pengolahan IPAL, serta tidak adanya sanksi yang 
nyata dan tegas terhadap para pelaku industri yang telah melakukan pencemaran 
lingkungan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti menyampaikan saran sebagai berikut: 
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dan DLHK Kabupaten Klaten perlu 





2. DLHK Kabupaten Klaten perlu memberikan solusi atas pengelolaan limbah diluar IPAL 
apabila memang di Desa Manjung benar-benar tidak dapat dilakukan pembuatan IPAL. 
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu perlu memberikan penyuluhan kepada 
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